
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

NOMOR It\ TAHUN2013

TENTANG

PEMBENTUKANORGANISASIDANTATAKERJALEMBAGALAIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa12 ayat (1)

dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pcnanggulangan Bencana, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Provinsi dan KabupatenjKota, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia Provinsi dan
Kabupaterr/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

to
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Dengan Persetujuan Bersarna
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

dan
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASIDANTATAKERJALEMBAGALAIN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

6. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancarn dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan
baik oleh faktor alarn dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus
KORPRIKabupaten Tanjung Jabung Timur.

lO.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIadalah Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRIKabupaten Tanjung Jabung Timur.
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11.Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.

12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang

diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan keahliannya, di luar Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat
daerah terdiri dari:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

b. Sekretariat DewanPengurus Korps PegawaiRepublik Indonesia.

BABIII

KEDUDUKAN,TUGASPOKOK,FUNGSI,DANSUSUNANORGANISASI
Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal3
(1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Bupati.

(2) BPBDdipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officiodijabat oleh Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokokdan Fungsi

Pasa14
!~

I
(1) BPBDmempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman usahadan pengarahan terhadap
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
j

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
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e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat

dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang

sah;dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang­

undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD
mempunyaifungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan
efisien;dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf3

Susunan Organisasi
Pasal5

Susunan OrganisasiBPBDterdiri dari:

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah;dan
c. Unsur Pelaksana.

Pasa16

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai
tugas merumuskan kebijakan teknis terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

,. Pasal 7

(1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan
mengevaluasidalam penyelenggaraanpenanggulanganbencana daerah.

(2) Unsur Pengarah BPBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai
fungsi:



a. penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana
daerah;

b. pemantau; dan

c. pengevaluasi dalam penye1enggaraan penanggulangan bencana daerah.

(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan

b. anggotamasyarakat profesionaldan ahli.

(4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dipilih melalui, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unsur Pengarah BPBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal8

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin

oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal9

(1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan

bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat
dan pascabencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur

Pelaksana BPBDmempunyai fungsi:

a. pengoordinasian;

b. pengomandoan; dan

c. pelaksanaan.

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Program terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
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2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

1. Sub Bidang Pencegahan; dan

2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan

2. Sub Bidang Logistik.

f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan

2. Sub Bidang Rekonstruksi.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPI'B)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan

fungsi Organisasi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional

bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan

dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap

seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;



b. penyelenggaraan
dan rohani',

c. penye·lenggaraank .
d egtatan usaha d
. pengoordinasian d ~. . an bantuan sosial'an laslhta . ,
KORPRI;dan SI penyelenggaraan

Sekretariat pengurus

,\
kegiatan .pembmaan olah

raga, seni, bUday.a, mental ,

e. pelaksanaan tugas lain an .
Ketua Pe Y g dlberikan oleh Sekretaris

ngurus KORPRI. Daerah dan

f
t

I
I,

Paragraf3
SUsunan Organ' .rsasi

( Pasal 13
1) Sekretariat Dewan P

engurus KORPRIterdiri dati:
a. Kepala Sekretariat.,
b. Subbagian Umum dan K .eIJasama'

c. :u:~ OlahRaga,Kebuada~, Mental,dan Rohani'
d. u agian Usaha, Bantuan Hukum, dan Sosial: dan '
e. KelompokJabatan Fungsional. '

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan P. engurus KORPRI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lam' II. . plran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai penjabaran uraian
fungsi Organisasi

Peraturan Bupati.

tugas pokok dan
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIdalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi

lain.
(2) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIwajib

menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungannya.
(3) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.
(4) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIwajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada



atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu

atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris

Dewan Pengurus KORPRImelakukan pembinaan dan pengawasan satuan

organisasi dipangkunya.

BAB V
ESELONERING,PENGANGKATAN

PAN PEMBERHENTIANDALAMJABATAN

Bagian Kesatu
Eselonering
Pasal15

Susunan eselon dilingkungan BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
adalah:

a. KepalaBPBDmerupakan Jabatan Struktural Eselon ILa;
b. KepalaPelaksana BPBDmerupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
c. Sekretaris Pelaksana BPBDmerupakan Jabatan Struktural Eselon IILa;
d. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIdan Kepala Bidang pada BPBDmerupakan

Jabatan Struktural Eselon III.b;
e. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Struktural Eselon

IV.a;dan

f. Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan
Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal16
(1) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIberasal dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris BPBD, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan
diberhentikan oleh -Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional
sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai usulan dari Kepala
Pelaksana BPBDdan Sekretaris DewanPengurus KORPRI.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
Pasal 17

(1) Pada lingkungan BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIdapat,
ditempatkan PegawaiNegeriSipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan
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peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan

kemampuan keuangan daerah.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannya.

(4) Kelompok .Jabatan Fungsional dipimpin seorang Tenaga Fungsional Senior

yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BABVII

PEMBIAYAAN

Pasal18

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BPBD dan

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah darr/atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat.

(2) Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, segala

biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BPBD dan Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI masih dilaksanakan dalam anggaran satuan

kerja yang selama ini melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana dan

KORPRI.

BABVIII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBPP)

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi

organisasi BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan

Peraturan Bupati.



Pasal21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1-.; lVoV'tM.fb-eR 2013

nBuPA~ TANJUNGJABUNG TIMUR,

H.ZVMI ZOI;A rzULKIFLI
~- ---_....

Diundangkan diMuara Sabak
pada tanggal :tS tJOV~MQ,t>Q 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT
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LAMPlRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR \4 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA

I I SEKRETARIAT 1KELOMPOK JABATAN I
FUNGSIONAL

I I I I 1 I I
I I I I 1 SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIJ

WUMUM KEPEGAWAIAN KEUANGA

T
BIDANG

PROGRAM

I

BIDANG
PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

I

SUBBIDANG
PERECANAAN DAN

PENYUSUNAN
PROGRAM

SUBBIDANG
PENCEGAHAN

SUBBIDANG
KESIAPSIAGAAN

SUBBIDANG
EVALUASIDAN
PELAPORAN '_

1

I

UPTB

BIDANG
KEDARURATAN DAN

LOGISTIK

I

SUBBIDANG
l-- TANGGAP DARURAT

BIDANG
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKS

1

I

SUBBIDANG
LOGISTIK

------- --

SUBBIDANG
REKONSTRUKl: I

SUBBIDANG
REHABILITASt-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
4

~-==-
H.zU~I ZOLA ZULKIFLI_-...~----
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LAMPlRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR \4 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

,I.___

KEPALA
I

I II SEKRETARlAT
KELOMPOK JABATAN 1

FUNGSIONAL I
I I I I I I
I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAG~

UMUM KEPEGAWAIAN KEUANG

I

II I T I

I
BIDANG BIDANG

PROGRAM PENCEGAHAN DAN BIDANG BIDANG
KESIAPSIAGAAN KEDARURATAN DAN REHABIUTASI D I\N

LOGISTIK REKONSTRUK~ I

TI I I

UBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANGCANAAN DAN PENCEGAHAN SUBBIDANG
NYUSUNAN

~ I-- TANGGAP DARURAT I- REHABILITAS
PROGRAM

UBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANCALUASIDAN L--
KESIAPSIAGAAN

,__
LOGISTIK REKONSTRUK~ILAPORAN ._

I UPTB I

AU D~.t¥..);~IT.f!(f-\m;; i'D~i··f·Xr.~1~~"~~~~i BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,_;-_._::.,;;..;-;.,:=........";:.=. ..~~~, ...I'

S
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PE

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ':'ANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR I~ TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA
SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUMDAN
KERJASAMA

SUB BAGIAN
USAHA, BANTUAN

HUKUM DAN SO SIAL

SUBBAGIAN
OLAHRAGA, SENI, BUDAYA,

MENTAL DAN ROHANI

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

~-
H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

------~-



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Dalam. rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu
penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam.Sekretariat, unsur
pengawas yang diwadahi dalam.bentuk Inspektorat, unsur perencana yang
diwadahi dalam. bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah

dalam. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik, diwadahi dalam. lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana
urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Dasar utama
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan dalam. penataan kelembagaan Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan untuk mengembangkan
organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan

terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu organisasi Lembaga
TeknisDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berdasarkan Visi
dan MisiPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal
secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Peraturan Menteri Dalam.NegeriNomor57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Undang-UndangNomor24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
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Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia,
Provinsi dan KabupatenjKota, serta berdasarkan analisis beban kerja
terhadap Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaLembagaLain.
8eberapa pokok materi penting dalam Peraturan Daerah 'ini antara

lain yaitu mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja, eselonering, pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan, kelompok jabatan fungsional, dan
pembiayaan LembagaLain.

II.PASALDEMIPASAL
Pasall

Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.
Pasal5

Cukup jelas.
Pasal6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasa18

Cukup jelas.
Pasal9

Cukup jelas.
PasallO

Cukup jelas.
Pasall1

Cukup jelas.
Pasal12

Cukup jelas.
Pasal13

Cukup jelas.

,i TP' '~~"l~rrr.:B ij~ ~I
_ b .-~.r't.~., l~1H ILIL.J ,I,- .....



Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Provinsi dan KabupatenjKota, serta berdasarkan analisis beban kerja

terhadap Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaLembagaLain.
Beberapa pokok materi penting dalam Peraturan Daerah 'ini antara

lain yaitu mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja, eselonering, pengangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan, kelompok jabatan fungsional, dan
pembiayaan LembagaLain.

II.PASALDEMIPASAL

Pasall

Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.
Pasal5

Cukup jelas.
Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

PasallO

Cukup jelas.
Pasalll

Cukup jelas.
Pasal12

Cukup jelas.
Pasal13

Cukup jelas.



Pasa114

Cukup jelas.

Pasa115

Cukup jelas.

Pasa116

Cukup jelas.

Pasa117

Cukup jelas.

Pasa118

Cukup jelas.

Pasa119

Cukup jelas.

Pasa120

Cukup jelas.

Pasa121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
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